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Pelayanan bus kota merupakan hasil keluaran dari pengelolaan perusahaan.
Perusahaan dalam proses operasinya akan membuat berbagai kebijakan yang berguna
untuk mencapai tujuan perusahaan, menanggapi berbagai faktor yang berpéngaruh, dan
mengelola sumber daya. Salah satu kebijakan yang penting adalah kebijakan keuangan.
Kebijakan keuangan meliputi suatu cakupan wilayah yang luas, mulai dari aspek
penerimaan hingga aspek pengeluaran, institusi, dan politis. Efisiensi dan efektivitas
pelayanan bus kota tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan keuangan yang

berlaku. Pembahasan mengenai kebijakan keuangan menjadi demikian penting karena
ada banyak permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu  pelayanan, .

peningkatan defisit, pengaruh politis, perencanaan, dan pembiayaan. '

Perbaikan kinerja pelayanan bus kota melalui perbaikan kebijakan keuangan
merupakan usaha memperbaiki sistem transportasi kota saat ini dan masa mendatang.
Tujuan penelitian ini adalah mempelajari hubungan kebijakan keuangan yang diterapkan
pada perusahaan bus kota dengan kinetja pelayanan yang dihasilkan dan menyusun suatu
pola kebijakan keuangan yang akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelayanan.

2. Perum DAMRI UPT Bandung

Pada tahun 1943 ada dua buah perusahaan angkutan yang dibentuk oleh
pemerintahan pendudukan Jepazg di Indonesia, yaitu Jawa Unyu Zigyosha dan Zidosha
Sokyoku. Berdasarkan Makloemat Menteri Perhoeboengan Rl Nomor 01/DAM/46
tanggal 25 November 1946, kedua perusahaan tersebut secara resmi digabungkan dan
diberi nama Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI). Dengan surat
keputusan Menteri Perhubungan No. T. 12/1/21 tanggal 2 Mei 1960, DAMRI
diperlakukan sebagai suatu jawatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip swasembada
dan sistem keuangannya diatur menurut pola perusahaan (cost accounting).

Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat No. U. 14/15/4-BPU-PN
tanggal 15 November 1965, BPU-PN DAMRI diubah menjadi Perusahaan Negara
Anglaitan Motor DAMRI. Pemerintah mengubah status hukum PN DAMRI menjadi
Perusahaan Umum (Perum DAMRI) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tanggal
29 September 1982 dan disempumakan melalui PP No. 31 tahun 1984. Perubahan
tersebut memperjelas bidang usahanya, yaitu berusaha dalam bidang pengangkutan
barang dan jasa pada jalumya untuk angkutan kota, perintis, dan antar wilayah. Saat ini
Perum DAMRI memiliki 7 jenis pelayanan jasa transportasi, yaitu bus kota yang ada di
14 kota, bus antar kota, truk barang atau paket, bus bandara, bus antar negara, bus
perintis, dan bus wisata.

Perum DAMRI di kota Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
memberikan pelayanan bus kota (Unit Angkutan Bus Kota Bandung). Susunan organisasi
Perum DAMRI di Bandung disajikan pada Gambar 1.
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.2. Pola Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Perum DAMRI mengatur keputusan finansial dan keputusan
ekonomi. Kebijakan tersebut meliputi masalah modal, rencana kerja.dan anggaran
perusahaan, tarif, sistem akuntansi, penggunaan laba, direksi dan dewan pengawas,
pembinaan, pengawasan, pemer:ksaan serta pengelolaan keuangan dan operasional. Hal-
hal tersebut diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah. Bentuk kebijakan keuangan yang
berlaku dalam Perum DAMRI disajikan pada Tabel 1.

Tabel 2 Komponen Pembiayaan dan Pembelanjaan [48]

1. Pembiayaan

a. Angkutan Penumpang c. Angkutan Barang e, Lain-lain
b. Angkutan Borongan d. Jasa Transtt
2. Biaya
2.1, Pegawai 2.5. Asuransi
a. Tenaga Operasi a. Kendaraan Angkutan Umum
b. Tenaga Teknik b. Bangunan
¢. Tenaga Administrasi / Pimpinan c. Pegawai
2.2. Operasi 2.6. Penjualan
a. Biaya Kendaraan a. Pelayanan Penumpang
1. Ban baru luar / dalam b. Promosi
2. Ban vulkemisir lua / dalam 2.7. Perialanan Dinas
3. Bahan bakar (solar) Perjalanan Dinas Pegawai
- 4. Pelumas 2.8. Administrasi Umum
b. Biaya Terminal a. Ongkos Kantor
¢. Uang Dinas Jalan Crew b. Kendaraan Dinas
d. Surat-surat Kendaraan ¢. Bunga Kredit
2.3. Perawatan d. Biava Umum
a. Kendaraan (tetap) €. Penyisihan Utang
b. Kendaraan (variabel} 2.9. Pajak
c. Bangunan dan Inventaris a. Pajak Kendaraan (bus / truk)
d. Mesin-mesin Bengkel b. Pajak Bumi & Bangunan
¢. Beban PKP Bengkel c. Pajak Penghasilan '
2.4, Penyusutan ' d. Pajak Lain-lain

a. Alat Produksi (bus lama)
b. Alat Produksi (bus baru / kredit)
c. Alat Penunjang

Komponen pembiayaan dan pembelanjaan perusahaan disajikan pada Tabel 2 dan nilai
tiap komponen disajikan pada Tabel 3. Nilai keuntungan hasil usaha ditampilkan pada
Tabel 4. Tabel 5 menyajikan persentase tiap komponen pembiayaan dan pembelanjaan
terhadap ailai total. Gambar 2 memperlihatkan biaya operasi kendaraan dan perawatan
per kilometer dar tahun 1993-1998, sedangkan Gambar 3 memperlihatkan rasio
peribiayaan dengan pembelanjaan per bulan.
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Gambar 2 Biaya Operasi Kendaraan dan Perawatan Per Kilometer



Tabel 1 Kebijakan Keuangan Perum DAMRI {43]

Kebijakan Keuangan
Keputusan Finansial Keputusan Ekononi
Pasal* Aspek Aspek Pasal*
BII, P.7, | Modal adalah kekayaan negara yang terpisah dani Anggaran Pendapatan | Bentuk perusahaan adalah Perusahsan Umum DAMRI dan memiliki { B.[, P.1, a.
a.1&4 dan Belanja Negara den perusahaan dapat menambah modal dengan | kegiatan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengelolaan | B, P.1,
usahanya keuangan dan _operasional a.10-13
BII, P8, | 1. Pembelanjaan untuk investasi berasal dari dana intern, penyertaan | Perusahaan adalah badan hukum dengan wewenang dalam bidang | B.IIL P.3,
a.l,2 negara, pinjaman, dan sumber lain angkutan wmnm penumpang dan barapg di jalan dengan kendaraan | a.1,2,3
2. Anggaran investasi diajukan dalam anggarun perusahaan bemmotor dan tunduk pada peraturan perundangan dan hukum Indonesia
BMI, P.9, | Pendapatan dan penggunaan dana untuk pengembangan usaha melalui | Perusahaan bersifat memberikan pelayanan umum dan memupuk | B.IIL P.S,
al,2 pengeluaran obligasi dan diatur dengan peraturan pemerintah keuntungan dengan maksud menyumbang bagi perkembangan negara | a.1,2, 3
dan bertujuan melayani angkutan penumpang dan barang |
B.IO, P.10, | Perubahan aktiva tetap, persediaan barang, dan tugas tambahan yang | Perusahaan dipimpin dun dikelola oleh suata Direksi dan harus | B.IIL P.12-
11 berakibat merubah keuangan anggaran harus mendapat ijin Menteri menjalankan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri 18
BJIMN,P.19 | Direksi harus membuat rencana kerja, anggaran investasi, dan anggaran | Menteti melakukan pengawasan umum atas perusahaan melalui dewan | B.IIN, P.24
eksploitasi dan memintakan persetujuan Menteri. Rencana kerje dan | pengawas yang dibentuk oleh Menteri. -45
atau anggaran yang telah disahkan adalah landasan kerja dan menjadi
tugas bagi Direksi.
BIIL P20 | Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dibebankan pada | Penghargaan yang layak diberikan kepada pegawai untuk memperlancar | B.III, P.46
perusahaan : tujuan perusahaan dan mencapai kegairahan kerfa dalam perusahaan. - 49
BIL P.21 | Tarif ditetapkan oleh Menteri atas usul Direksi.
B, P.22- | Setiap perubahen, baik akibat transakst maupun kejadion lnin, harus | Peraturan pemerintah menetapkan pembubaran perusahaan, penunjukan | B.II, P.54
23 dibukukan ates dasar  satu  sistem  akunlanst  yang  dapat | likuiditasnya, ketentiuan peraliban, dan ketentuan penutup ditetapkan | —
dipertanggungjawabkan, dalam Peraturan Pemerintah. B.V
B.IN, P.30 | Direksi harus menyusun perhitungan tahunan yang terdiri dari ncraca
-52 dan perhitungan rugi laba dan diserahkan kepada Menteri dengan
disertai berbagai tembusan, Iasil penilaian dilakukan oleh Direktur
Jenderal disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan  Menleri
Keunangan.
B. II, P. 53 | Penggunaan penyisihan laba bersih, tujuan, dan besamya diatur dalam

Peraturan Pemerintah,

*Pasal-pasal merupakan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984  * B. = Bab, P. =Pasal, dan a. = ayat
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Tabel 3 Komponen Pembiayaan dan Pembelanjaan Rata-rata per Bulan

1993* 1994* 1995 1996 1997 1998

Pembiayaan (Rp.)
Angkutan Penumpang 953.610.518,89 857.095.131,25 839.851.057,44 088.229.425,00  1.035.053.062,09 1.2 17.002.322,22
Angkutan Langganan 15.150.837,50 20.025.125,00 13.507.833,33 21.906.250,00 13.554.763,64 16.131.133,33
Pel/Mhs .
Angkutan Borongan 13.937.811,11 22.120.901,25 30,908.311,11 29.781.750,00 32.918.445,45 20.020.883,33
Perintah kerja Perbaikan 0,00 3.405.762,50 4,729.305,56 5.754,499,75 9.234.363,64 17.065.277,78
Lain-lain 2.783.196.48 7.380.394.81 4.653.745,66 1.365.383,46 3.183.706.61 7.487.500,02

Jumlah 977.065.232,04 910.027.314,81 £93.650.253,10  1.047.037.308,21 1.093.944.341,43  1.277.707.116,68
Pembelanjaan (Rp-.) ‘
Kepegawaian 171.848.616,68 225.256.418,36 - 241.475.053,05 297.127.291,85 313.510.679,12 350.885.184,96
Operasi 359.247.563,90 324.608.700,95 317.670.821,76 336.480.494,21 323.866.505,31 419.175.839,44
Perawatan 153.172.219,52 139.069.531,12 128.797.301,36 134.989.771,23 136.445.185,33 . 191.509.176,85
Penjualan 11.066.262,19 9.828.997,70 15.529.023,91 16.530.978,64 24.186.542,99 24.417.317,81
Perjalanan Dinas 2.888.750,00 496.625,00 2.600.261,67 3.990.843,75 6.633.761,36 7.156.180,56
Administrasi Umuum 41.027.863,11 26.147.864,69 34.117.064,78 40.967.635,00 51.217.205,57 71.852.202,41
Pajak 3.928.216.67 5.597.960.13 5.093.093,22 10.297.058,13 4,807.860,64 5,508.406,92
Bengkel Induk 0.00 353.687,50 886,458,560 1.900.262,50 4.079.341,64 8.620.949,78
Tumlah tanpa Penyusutan 743.179.492.07 731.359.785.43 746.169.078,31 842.284.335,31 864.747.081.95  1.079.125.258,72
®p.)
Penyusutan Bus 149.688.444,44 63.765.750,00 22.804.666,67 53.753.750,00 49.418.000,00 68.291.444,44
Penyusutan Non Bus 0,00 0,00 7.102.000,00 9.537.250,00 9.490.363,64 13.845.444,44
Jumlah dengan 892.867.936,52 795.125.535,43 776.075.744,97 905.575.335,31 923.655.445,59  1,161.262.147,61
Penyusutan (Rp.)

*Nilai penyusutan bus dan non bus dijumiahkan untuk tahun 1994 dan 1993.
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Tabel 4 Keuntungan Hasil Usaha

1993 1994 1995 1996 1997 1998
Pembiayaan (Rp.) 977.065.232,04 910.027.314,81 893.650.253,10  1.047.037.30821 109394434143  1.277.707.116,68
Pembelanjaan tanpa 743,179.492,07 731.359.785,43 746.169.078,31 842.284.335,31 864.747.081,95  1.079.125.258,72
Penyusutan (Rp.)
Pembelanjaan dengan £32.867.936,52 795.125.535,43 776.075.744,97 905,575.335,31 023.655.445,59  1.161.262.147,61
Penyusutan (Rp.)
Keuntungan tanpa 233,885.739,96 178.667.529,38 147.481.174,79  204.752.972,89 229.197.259,48 198.581.857,97
Penyusutan (Rp.)
Keuntungan dengan 84,197.295,52 114.901.779,38 117.574.508,13 141.461.972,89 170.288.895,84 116.444.969,08
Penyusutan (Rp.)
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Tabel 5 Persentase Komponen Pembiayaan dan Pembelanjaan Rata-rata per Bulan

1993 1994 1995 1996 1997 1998
Pembiayaan (%)

Angkutan Penumpang 96,77 94,18 93,98 94,38 94,62 95,25
Angkutan Langganan Pel/Mhs 1,54 2,20 1,51 2,09 1,24 1,26
Angkutan Borongan 1,41 2,43 3,46 2,84 3,01 1,57
Perintah Kerja Perbaikan 0,00 0,37 0,53 0,55 0,84 1,34
Lain-lain 0,28 0,81 0,52 0,13 0.29 0,59
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Pembelanjaan (%) '
Kepegawaian 19.25 28.33 3111 32.81 33.94 30,22
Opcrasi 40,24 40,82 40,93 37.16 35,06 36,10
Perawatan 17,16 17,49 16,60 14,91 14,77 16,49
Penjualan 1,24 1.24 2,00 1.83 2,62 2.10
Perjalanan Dinas 0,32 0,06 0,34 0,44 0,72 0,62
Administrasi Umum 4,60 3,29 4,40 4,52 5,55 6,19
Pajak 0,44 0,70 0,66 1,14 0,52 0,47
Bengkel Induk 0,00 0,04 0,11 0,21 0,44 0.74
Penyusutan Bus 16,76 8.02 2,94 594 5.35 5,88
Penyusutan Non Bus 0,00 0,00 0,92 1,05 1.03 1,19
. Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rasio Pembiayaan terhadap Pembelanjaan 1,10 1,14 1,15 1,16 1,18 1.10
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Gambar 3 Rasio Pembiayaan dengan Pembelanjaan Per Bulan

3. Hasil Pelayanan

Kondisi pelayanan angkutan bus kota yang diberikan oleh Perum DAMRI UPT
Bandung dinyatakan dalam berbagai indikator. Saat ini Unit Angkutan Bus Kota
Bandung melayani masyarakat dengan 15 trayek atau jalur serta angkutan borongan. Jenis
pelayanan yang diberikan hanya satu- macam, yaitu jenis ekonomi dengan bus yang
memiliki 50 tempat duduk. Tabel 6 memperlihatkan kendaraan yang dipergunakan saat
ini dan Tabel 7 memperlihatkan trayek yang dilayani beserta jaraknya,

Tabel 6 Jenis Kendaraan Bus Kota UPT Bandung

8

No Merk Type Tahun 1998+ Rencana 1999**
Pzmbuatan
. Armada SG SGO S5G
! Tata LP 120D 1977 2

2 Mercedes Benz OF 1113/34 1984 19 10 6 6
3 Mercedes Benz OF 1113/34 1985 12 6 6 6
4 Mercedes Benz OF 1113/45 1987 24 24 23 24
5 Mercedes Benz OF 1113/45 1988 12 112 97 114
6 Mercedes Benz OF 1113/45 1989 56 56 50 56
7 Hino AKI4LA 1989 6 6 6 6
8 Mercedes Benz OH 1113/ 51 1991 4 4 4 4
9 Ikarus Tempel 1993 1 1 1 1
10 Nissan CBg7C 1996 6 6 6 6
11 Isuzu TLD24C - 1 i 1 i
Junlah 243 226 200 224

*Data pada semester pertama tahun 1998 [49]
**Data rencana tahun 1999 [50]

Kompos si jumlah pegawai berdasar jenis pekerjaan diperlihatkan pada Tabel 8.
Rasio penggunaan armada disajikan pads Gambar 4 dan rasio jumlah pegawat per bus
siap operasi diperlihatkan pada Gambar 5. Perubahan jumlah penumpang dari tahun
1988-1997 disajikan pada Tabel 9. Hasil operasi pelayanan dapat dinyatakan dalam
Jumlah rit per bus per hari, jarak ditempuh per bus per hari, dan jumlah penumpang per
bus per hari. Hasil operasi tersebut disajikan secara berurutan pada Gambar 6, Gambar 7,

dan Gambar 8.
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Tabel 7 Trayek Bus Kota UPT Bandung Tahun 1998

o

No Trayek Panjang Trayek (km)
1  Cicaheum - Cibeureum 13
2  Ledeng - Leuwi Panjang 14
3 Alunalun - Leuwi Panjang 4,9
4  Kiaracondong - Ciroyom 16
5  Dipati Ukur - Leuwi Panjang 9.5
6  Elang - Jatinangor 14,5
7  Dipati Ukur - Jatinangor 11,5
8  Kebon Kelapa - Tanjungsari 13,5
9  Cicaheum - Leuwi Panjang 9,75

10  Elang - Cicadas 13
11  Cibiru - Kebon Kelapa 16

12 Soreang - Leuwi Panjang 16

13 Alun alun - Baleendah 15

14  Kiaracondong -~ Sarijadi 15

15  Alun alun - Ciburuy 12

Tabel 8 Komposisi Pegawai Berdasar Jenis Pekerjaan®

Status Pegawai Calon Pegawai Pegawai
Pegawai Negeri  Perusahaan Perusahaan Kontrak Jumlah
) Perusahaan
I 0 HIVI I MmIIiviiooiv
Pimpinan / Staf 113 5 . 19
Tata PN.S. 2 1 3
Usaha Administrasi 30 29 1 3 2 4 69
Pesuruh 3 1 2 6
Tenaga  Adminisirasi 19 19 4 4 4 30
Teknik Montir 79 18 41 8 146
Tenaga  Administrasi ‘ 2 3 1 6
Pemeriksa PAK 22 10 32
PFB 42 10 1 * 53
Tenaga  Administrasi 49 19 2 5 75
Niaga &  Pengemudi 245 1 66 154 466
Angkutan  Kondektur 273 8 112 88 481
Tenaga Satpam 13 4 17
Jumlah 0 2 1 0778130 11 0233 3 0 0 265 1423
"Data pada bulan Oktober 1998
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Gambar 4 Rasio Penggunaan Armada
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Tabel 9 Jumlah Penumpang Bus Kota
Tahun Penumpang
Umum Pelajar / Mahasiswa Total

1988 45.602.251 2.035.890 47.638.141

1989 49.408.912 1.964.464 51.373.376

1990 52.571.345 1.913.362 54.484.707

1991 55.185.619 1.165.084 56.354.70%

1992 30.966.397 1.507417 52.473.814

1993 52.940.079 2.197.098 55.137.177

1994 49.070.819 3.226.868 52.297.687

1995 44.461.497 2.630.831 47.098.328

1996 43.747.043 1.898.704 45.645.747

1997 45.070.935 2.372.154 . 47.443.089

1993 1994 1995 1996 1997 1992
Tahun

Gambar 6 Jumlah Rit Per Bus Per Hari
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Gambar 7 Jarak Ditempuh Per Bus Per Hari
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Gambar 8 Jumlah Penumpang Per Bus Per Hari

4. Analisis Kinerja Pelayanan

Hasil perbandingan antara kinerja pelayanan Perum DAMRI dengan standar
kinerja World Bank disajikan pada Tabel 10. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Perum
DAMRI mampu menghasilkan keuntungan namun memiliki kinerja pelayanan di bawah
standar.

Tabel 10 Hasil Perbandingan Kinerja Peiayanan Perum DAMRI
dengan Standar Kinerja World Bank

No Indikator Hasil Perbandingan
DiBawah  Dalam Batas Di atas
Batas Batas
1 Rasio Pembiayaan dan Pembelanjaan Per Bulan ) v
(Gambar 3)

2 Rasio Penggunaan Armada (Gambar 4) v

3 Jumlah Pegawai Per Bus Siap Operasi (Gambar 5) v

4 Jarak Ditempuh Per Bus Per Hari (Gambar 7) v v

5 Jumlah Penumpang Per Bus Per Hari (Gambar 8) v

S. Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan

Indikator efisiensi merupakan pemyataan tingkat pemakaian sumber daya dengan
Jumlah hasil pelayanan. Indikator tersebut diperlihatkan pada Gambar 9, Gambar 10,
Gambar 11, dan Gambar 12. Indikator efektivitas mampu menjelaskan tingkat
penerimaan masyarakat terhadap pelayanan Perum DAMRI. Tingkat penerimaan ini
dihitung dengan membandingkannya terhadap jumlah penduduk, luas daerah layanan,
Jumliah kendaraan, dan biaya. Indikator efektivitas disajikan pada Gambar 13, Gambar 14,
Gambar 15, dan Gambar 16.

6. Kebijakan Keuangar.

Kebijakan keuangan dalam pengelolaan pelayanan angkutan umum bus kota oleh
Perum DAMRI UPT Bandung diatur dalam suatu peraturan (kebijakan) yang ditetapkan
oleh pusat, yaitu Perum DAMRI di Jakarta. Kebijakan keuangan tersebut mempengaruhi
kinerja pelayanannya. Kebijakan keuangan tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi
berbagai faktor lain, misalnya faktor eksternal, faktor internal, dan faktor teknis. Data
yang disajikan telah menunjukkan kondisi kebijakan beserta kondisi rugi labanya dan
memperlihatkan pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.
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Pada Tabel 4 dan Tabel 6 terlihat komponen pembiayaan dan pembelanjaan
beserta nilai dan persentasenya. Alokasi saat ini mengalami ketidakseimbangan terutama
dalam pembelanjaan. Hal ini diperlihatkan dengan kinerja pelayanan:yang di bawah
standar namun mampu menghasilkan keuntungan. Laba yang diperoleh tidak dapat
langsung dipergunakan oleh UPT Bandung dan harus diserahkan seluruhnya ke Perum
DAMRI pusat. Kebijakan yang hanya diukur dengan laba yang diperoleh namun
melupakan kelangsungan pelayanan akan dapat membahayakan perusahaan. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan sarana produksi untuk bertahan. Pembelanjaan untuk
peremajaan melalui investasi kendaraan dan peningkatan kualitas pelayanan akan dapat
meningkatkan kinerja pelayanan dan akhimya meningkatkan laba. Sebaiknya dilakukan
penyusunan kembali alokasi pembiayaan dan pembelanjaan untuk memperbaiki standar
dan kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan investasi kendaraan
baru tiap 3-4 tahun sekali, melakukan investasi rute baru, dan mencari sumber
pembiayaan baru, misalnya iklan atau menyediakan pelayanan bus kota secara bertingkat.

Pendapatan utama UPT adalah perolehan dari pembayaran karcis oleh
penumpang sebesar tarif yang telah ditentukan oleh Pemerintah. UPT berhak mengajukan
usulan perubahan tarif kepada Perum DAMRI Pusat. Usulan tersebut kemudian
dikonsultasikan dan dimintakan persetujuan dari pimpinan daerah setempat, yaitu
Walikota, Gubemur, dan DPRD Tk. 1. Usulan tersebut selanjutnya dimintakan
persetujuan kepada Perum DAMRI di Jakarta dan akhimya dimintakan persetujuan
Menteri.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Unit Angkutan Bus Kota Bandung memiliki
keterbatasan kewenangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan
masalah keuangan maupun teknis. UPT terikat oleh peraturan yang telah ditetapkan
Perum DAMRI Pusat schingga kebijakan yang ditentukan oleh UPT harus mendapat
persetujuan dari tingkat pusat. Prosedur pengambilan keputusan kebijakan keuangan UPT
Bandung Perum DAMRI dijelaskan pada Gambar 17.

Gambar 17 Prosedur Pelaksanaan Kebijakan UPT Bandung

8. Saran Pola Kebijakan Ke angan

Pola kebijakan keuangan yang dapat disarankan untuk perbaikan kinerja
pelayanan disajikan pada Gambar 18. Dalam gambar tersebut terlihat beberapa perbedaan
yang cukup mendasar dibandingkan dengan kebijakan yang selama ini ada. Perbedaan-
perbedaan yang ada merupakan usaha-usaha perbaikan kebijakan yang ada, yaitu
perubahan posisi Unit Angkutan Bus Kota (UABK) menjadi cabang, perubahan
kewenangan, perubahan pola penentuan kebijakan operasional, dan perubahan pola
hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Hal penting yang harus mendapat perhatian dalam perubahan pola kebijakan
keuangan ini adalah pertimbangan keputusan ekonomi di samping keputusan finansial.
Perhatian terhadap keputusan ekonomi sangat membantu untuk menyeimbangkan
kebijakan sehingga tidak hanya mendasarkan diri pada satu jenis parameter saja yaitu
aliran uang dan rugi laba. Aliran uang dan indikator rugi laba memang perhu tetapi hal itu
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sebaiknya tidak merupakan satu-satunya indikator yang menentukan. Kebijakan
keuangan yang disarankan ini memiliki perhatian terhadap persoalan keputusan ekonomi
sehingga kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih tanggap terltadap dinamika
perubahan masyarakat dan mampu mempergunakan sumber daya secara lebih efisien dan
efektif.
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Gambar 18 Saran Pola Kebijakan Keuangan

Peran kerjasama antara Perum DAMRI Bandung dengan Pemerintah Daerah dan
DPRD perlu ditingkatkan sehingga keputusan Perum DAMRI akan lebih sesnai dengan
dinamika perubahan kota dan terkoordinasi secara lebik baik. Hubungan antara Perum
DAMRI dengan institusi di wilayah diperlihatkan pada Gambar 19.
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Gambar 19 Hubungan Perum DAMRI dengan Institusi Wilayah

9. Sistem Pendukung

. Sebuah kebijakan yang diterapkan dalam suatu perusahaan memerlukan berbagai
kondisi pendukung. Kondisi pendukung tersebut merupakan prasarana yang
memungkinkan suatu kebijakan dapat bekerja. Prasarana pendukung kebijakan keuangan
tersebut terwujud dalam berbagz* hal, antara lain dalam bentuk sistem organisasi, strategi
perbaikan kinerja pelayanan, dan sistem evaluasi.

Perubahan sistem organisasi yang disarankan adalah suatu bentuk organisasi baru
yang mencakup berbagai peran yang perlu dalam pengelolaan Perum DAMRI di tingkat
cabang atau wilayah. Susunan organisasi tersebut diperlihatkan pada Gambar 20. Strategi
perbaikan kinerja pelayanan yang sesuai dengan pola kebijakan keuangan yang
disarankan diperlihatkan pada Gambar 21. Sistem evaluasi kinerja pelayanan disajikan
pada Gambar 22. Sistem evaluasi tersebut mendasarkan diri pada kerangka konseptual
kebijakan transportasi dan karakteristik kinerja pelayanan angkutan umum. Hasil evaluasi
terhadap kebijakan keuangan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan suatu standar
kinerja dan kualitas pelayanan. Hasil akhimnya adalah indikator efisiensi dan efektivitas
pelayanan.
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10. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan Perum DAMRI dari tahun 1993-1998.-berada dalam
kondisi di bawah standar World Bank namun perusahaan ini masih mampu
menghasilkan keuntungan setiap tahun.

2. Pola kebijakan keuangan yang diberlakukan oleh Perum DAMRI di UPT
Bandung saat ini lebih ditekankan pada keputusan finansial dan bukan pada
keputusan ekonomi.

3. Hasil penilaian kinerja Perum DAMRI dipengaruhi pula oleh kurang
memadainya standar pembanding yang dipergunakan, ’

4, Pola kebijakan keuangan yang disarankan merupakan usaha pengelolaan
perusahaan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelayanan, meliputi
perubahan status, restrukturisasi pengelolaan dan organisasi, perbaikan
kerjasama institusi dan operator, serta pelaksanaan strategi peningkatan
kinerja pelayanan beserta dengan sistem evaluasinya.
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